
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG
KEDITDI'KAIY, SUSrrIfAlr oRcArtrsastr, TUGAS DAI{ FUIfGiSr,

SERTA TATA I(TR.IA DIITAS PEITDIDIKAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasat 3
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Mengingat : l. undang-undang Nomor 12 Tahun 19so tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor Z44,Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2o16 tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2a16 Nomor ll4, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor SSSZ);

6. Peraturan Presiden Nomor BT Tahun zol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2o1l tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun 2o1s
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita

_ Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 2036l;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016

tentang Pedoman Tenis pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1SO2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2A16 Nomor lO);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
K TTilTUAIT I'UTItr

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah l(abupaten adalah Pemerintatr Kabupaten

Pamekasan-
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4- sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Pamekasan-
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten pamekasan

dengan Tipe A.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendidikan

Kabupaten Pamekasan atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Dinas Pendidikan l(abupaten Pamekasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana
teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

8. Jabatan Fungsional adalah
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang
hak seorang Pegawai Negeri Sipil datam suatu satrran
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

kedudukan yang
dan
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BAB II
KEDI'I'T'TAII DAIY SUST'ITAIT ORGAffiSASI

Bagian Kesatrr
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merrrpakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten di bidang Pendidikan.

(21 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagiar Kedua
Susunan Organtsasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. Sub Bagran Keuangan dan Aset;

c, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi:
1. Seksi Kesiswaan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Seksi Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar;

d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,
membawahi:
1. Seksi Kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama;
2. Seksi Pembelajaran Pendidikan sekolah Menengah

Pertama;
3. Seksi Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama;
e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan

Informal, membawatri:
1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Seksi Kursus dan Pelatihan;

f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
membawahi:
1. Seksi Kepangkatan;
2. Seksi Pengembangan Karier;
3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
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(4) Masing-masing sub Bagran dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagran yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

{5} Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan strulrhrr organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAIT I'UilGSI

Bagia! Kesatu
Kepala Diaas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud datam pasal 3 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten di bidang pendidikan dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan pelaksanaan kebiiakan di bidang

Pendidikan;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

Pendidikan;
c. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagfan Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi
rrrmrn, kepegawaian, pen5rusunan program, perlengkapan dan
aset, , hubungan masyarakat dan kepnotokolan,
perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan
pelaporan kinerja dan keuangan Dinas.

Pasal 8

Unhrk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, dan aset,
perpustakaan Dinas;

a.
b.
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c. pengelolaan urusan penatalaksanaan hukum, informasi
kesehatan, rumah tangga, serta hubungan masyarakat
dan keprotokolan;

d. pelaksanaan koordinasi penJrusunan perencanaan
progr€rm, anggaran, dan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksana€ul monitoring dan evaluasi organisasi dan tata
laksana serta program dan kegiatan Dinas;

f. pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar

Bidang; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

naragraf I
Sub Bagian Umum rlan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (U huruf b angka 1 mempunyai tugas:
a. melaksanakan tata usaha umum, tait:-. usaha pimpinan,

dan administrasi perjalanan dinas;
b. melaksanakan urusan administrasi surat men5rurat,

pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan

inventaris Dinas;
d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
e. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan

keprotokolan;
f. mel,aksanakan analisa kebutrrhan dan pengadaan barang

kebutuhan Dinas;
g. men5rusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan,

dan ketatalaksanaan Dinas;
h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan

karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan,
penatalaksanaan hukum, disiplin dan kesejahteraan
pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

naragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasl

Pasal 1O

Sub Bagran Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat t1) huruf b angka 2
mempunyai tugas:
a. men5rusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan,

monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja,
program, dan kegiatan Dinas;

b. men5ru$un perencanaan kinerja, program, dan
Dinas;

c. men5rusun hasil pelaksanaan monitoring dan
kinerja, program, dan kegiatan Dinas;

kegiatan

evaluasi

menJ rsun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas;
melaksanakan pengelolaan informasi kesehatan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasrqra.

d.
e.
f.
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naraglaf 3
Sub Bagian Keuangan dan Asct

Pasal 11

Sub Bagran Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huad b angka 3 mempunyai tugas:
a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan

keuangan Dinas;
b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai;
c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Dinas;
d. men5msun laporan pertanggungiawaban pengelolaan

keuangan dan aset Dinas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagiaa Kct'gl
Bidang Pendtdikan Sekolah Desar

Pasal 12

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (U huruf c mempunyai tugas
melaksanakan penrmusan bahan kebliakan pemberian
bimbingan teknis pelaksanaan pembelqiaraan,
pengembangan kelembagaan, dan pembinaan kesiswaan
bidang pendidikan sekolah dasar.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
menyelenggarakan fu ngsi :

a. pengelolaan data bidang pembinaan pendidikan sekolah
dasar;

b. perumusan bahan kebliakan bidang pembinaan
pendidikan sekolah dasar;

c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran
pendidikan sekolah dasar;

d. pengembangan kelembagaan dan perencamaan pengadaan
sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;

e. pembinaan kesiswaan pada pendidikan sekolah dasar;
f. pen5rusunan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan

tugas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Scbi l&sisraanPendtdikan Sctotah Dasar

Pasal 14

Seksi Kesiswaan Pendidikan Sekolah Dasar s6legaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai
tugas:
a. mengolah data bidang kesiswaan pendidikan sekolah

dasar;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kegiatan

kesiswaan pendidikan sekolah dasar;

6
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c. menyiapkan bahan pemmusan standar, kriteria,
pedoman, dan prosedur kegiatan kesiswaan pada
pendidikan sekolah dasar;

d. men5rusun rencana dan program kerja pembinaan
kesiswaan pada pendidikan sekolah dasar;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan
kesiswaan pada pendidihan sekolah dasar;

f. men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
flrgas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 2
ScLEi Pembelqiaran Pendldthaa Seholah Dasar

Pasal 15

Seksi Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai
tugas:
a. mengolah data bidang pembelajaran pendidikan sekolah

dasar;
b. menyiapkan bahan perumusan kebiiakan bidang

pembelaja.ran pendidikan sekolah dasar;
c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria,

pedoman, dan prosedur bidang pembelajaran pendidikan
sekolah dasar;

d. menyusun rencana dan program kerja bidang pendidikan
sekolah dasar;

e. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kurikulum
pada pendidikan sekolah dasar;

f. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan
evaluasi pelaksanaan pembelqiaran pendidikan sekolah
dasar;

g. menJrusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang
trrgasnya.

Paragraf 3
Setsi Kelembagaan Pendidihn sekolah lrasar

Pasal 16

Seksi Kelembagaan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf c angla 3 mempunyai
trrgas:
a. mengolah data bidang kelembagaan pendidikan sekolah

dasar;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang sarana

dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria,

pedoman, dan prosedur bidang kelembagaan,
pemberdayaan, serta sarana dan prasarana pendidikan
sekolah dasar;
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d. men5rusun rencana dan program kerja pengembang€rn
dan permberdayaan kelembagaan serta pengadaan sarana
dan prasarana pada pendidikan sekolah dasar;

e. menyiapkan bahan bimbingan telcris, supervisi, dan
evaluasi bidang kelembagaan, pemberdayaan, serta
sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;

f. menJrusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Keenpat
Birrang pendldiftaa gekolah fslgngph Fertama

Pasal 17

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
melaksanakan pemmusan bahan kebijakan pemberian
bimbingan teknis pelaksana€rn pembelajaran, pengembangan
pslsrnfagaAn, dan pembinaan kesiswaan bidang pendidikan
sekolah menengah pertama.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L7, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan data bidang pembinaan pendidikan sekolah

menengah perta-rra;
b. penyiapan bahan penunusan kebi$alcan bidang

pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;
c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran

pendidikan sekolah menengah pertama;
d. pengembangan kelembagaan perencanaan pengadaan

$arana dan prasarana pendidikan sekolah menengah
pertama;

e. pembinaan kesiswaan pada pendidikan sekolah
menengah pertama;

f. penJrusunan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Faragraf I
SeLsi Keslspanr Pendidihn Seholah Ucnengrh Pertama

Pasal 19

Seksi Kesiswaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka
I mempunyai tugas:
a. mengolah data bidang kesiswaan pendidikan sekolah

menengah pertama;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kegiatan

kesiswaan pendidikan sekolah menengah pertama;
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c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria,
pedoman, dan prosedur kegiatan kesiswaan pada
pendidikan sekolah menengah pertama;

d. men5rusun rencana dan program kerja pembinaan
kesiswaan pada pendidikan sekolah menengah pertama;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan
kesiswaan pada pendidikan sekolah menengah pertama;

f. menJrusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai
dengan bidang tugasnya.

Faragraf 2
Sehsi Pembelajaran PendidiLan

Sekolah ilenengah Pettarna
Pasal 2O

Seksi Pembelajaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {l} huruf d angka
2 mempunyai tugas:
a. mengolah data bidang pemhlajaran pendidikan sekolah

menengah pertama;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang

pelaksanaan pendidikan sekolah menengah pertama;
c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria,

pedoman, dan prosedur bidang pemblajaran pendidikan
sekolah menengah pertama;

d. men5rusun rencana dan program kerja bidang pendidikan
sekolah menengah pertama;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan
kurikulum pada pendidikan sekolah menengah pertama;

f. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supewisi, dan
evaluasi pelaksana€rn pembelajaran pendidikan sekolah
menengah pertama;

g. men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang dib€rikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai
dengan bidang tugasnya.

naragraf 3
SGbi lGlembagaan Pendidiken

Seholah Uenengah Pettama
Pasal 2l

Seksi Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (f ) huruf d angka
3 mempunyai tugas:
a. mengolah data bidang kelembagaan pendidikan sekolah

menengah pertama;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang sar€rna

dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
c. menyiapkan bahan pemmusan standar, kriteria,

pedoman, dan prosedur bidang kelembagaan,
pemberdayaan, serta sarana dan prasarana pendidikan
sekolah menengah pertama;
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d. men5rusun rencana dan program kerja pengembangan
dan pemberdayaan kelembagaan serta pengadaan sarana
dan prasarana pada pendidikan sekolah menengah
pertama;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan
evaluasi bidang kslsrnbagaan, pemhrdayaan, serta
sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah
pertama;

f. men1rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagisr Kelimc
Bidang Pendi.rihn Anak Usia Dini,

Ifonformaf dan Informal
Pasal 22

Bidang Pendidikan Anak Usia Dirri, Nonforrral, dan Informal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat tl) huruf e
mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan
kebijakan serta pembinaan teknis manajemen pendidikan
anak usia dini, nonformal, dan informal.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Bidarrg Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pembelqiaran, peserta didik, dan

pengembang€rn sar€rna pada pendidikan anak usia dini,
nonformal, dan informal;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembel4iararL,
peserta didik, dan pengembangan sar€rna pada
pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal;

c. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan
prosedur pembelaj€tr€u:t, peserta didik, dan pengembangan
sarana pada pendidikan anak usia dini, nonformal, dan
informal;

d. pengelolaan informasi untuk program tindak lanjut bagi
pengemb€rng€rn pembelajaran, kegiatan peserta didik, dan
pengembangan sarana pada pendidikan anak usia dini,
nonformal, dan inforrnal;

e. pen5rusunan Laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Fendidihn Uasyankat

Pasal 24

Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat {1) huruf e angka I mempunyai tugas:
a. mengolah data. pendidikan masyarakat;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan

masyarakat;
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c. menyiapkan bahan pemmusan standar, kriteria,
pedoman, dan prosedur penyelenggaraan pendidikan
masyarakat dan keluarga;

d. menlrusun rencana dan program kerja pendidikan
masyarakat;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pendidikan masyarakat;

t menyiapkan bahan penrmusan kebijakan bidang
pendampingan pendidikan keluarga;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebljakan
pendampingan dalam pendidikan keluarga;

h. men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

i. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pendidltan Alak Usia Dini

Pasal 25

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
a. mengolah data pendidikan anak usia dini;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan

anak usia dini;
c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria,

pedoman, dan prosedur pendidikan anak usia dini;
d. men5rusun rencana, program, dan pengelolaan

pengembangan sarana pendidikan anak usia dini;
e. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan

evaluasi pendidikan anak usia dini;
f. men5rusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan

tugas; dan
g. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal sesuai dengan bidang tugasnya.

faragraf 3
Sehgi Kurrus daa Pelatihan

Pasal 26

Seksi Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
a. mengolah data penyelenggaraan lembaga kursus dan

pelatihan;
b. men5napkan bahan perumusan kebijakan

penyelenggaraan kursus dan pelatihan;
c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria,

pedoman, dan prosedur penyelenggaraan kursus dan
pelatihan;

d. memberikan pelayanan pada proses perizinan
penyelenggaraan kursus dan pelatihan;

e. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan
evaluasi penyelenggaraan kursus dan pelatihan; dan
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f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenem
Bidary Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal2T

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) huruf f mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan, mengoordinasikan kegiatan
administrasi kepangkatan, pengemb€rngan karier, serta
pembinaan dan pengendalian tenaga pendidik dan
kependidikan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
menye lenggarakan fungsi :

a. penelahaan peraturan perundang-undangan tentang
tenaga pendidik dan kependidikan;

b. pengolahan data tenaga pendidik dan kependidikan;
c. perumusan kebijakan bidang tenaga pendidik dan

kependidikan;
d. perumusan rencana dan program kepangkatan,

pengembangan karier, dan pengendalian tenaga pendidik
dan kependidikan;

e. pelaksanaan program kepangkatan, pengembangan
karier, dan pengendalian tenaga pendidik dan
kependirrikan;

f. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan program
kepangkatan, pengembangan karier, dan pengendalian
tenaga pendidik dan kependidikan;

g. pen5rusunan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf I
Sehri Kepangfatan

Pasal 29

Seksi Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf e angka I mempunyai tugas:
a. men]rusun rencana dan program kerja kepangkatan;
b. men5rusun formasi tenaga pendidik dan kependidikan;
c. men5rusun konsep usulan penetapan angka kredit,

kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala tenaga
pendidik dan kependidikan;

d. meng4iukan usulan kenaikan pangkat tenaga pendidik
dan kependidikan;

e. men5rusun konsep usulan pemberhentian dan
pemensiunan pegawai;

f. men5rusun konsep usulan penerbitan kartu pegawai,
kartu taspen, dan kartu istri dan suami;

g. meneliti usulan cuti tenaga pendidik dan kependidikan;
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h. men5rusun statistik pegawai tenaga pendidik dan
kependidikan;

i. men5rusun bahan monitoring, evaluasi, dan l,aporan
pelaksanaan kepangkatan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sehsi Pengembangan Karier

Pasal 3O

Seksi Pengembangan l(arier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana dan program kerja pengembangan

karier;
b. men5rusun rencana pengadaan, penempatan, dan

pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan;
c. menJ rsun konsep pelaksanaan sertifikasi guru;
d. menyusun konsep izn belaiar bagi tenaga pendidik dan

kependidikan;
e. men5rusun konsep dan surat tugas tenaga pendidik dan

kependidikan yang akan mengikuti pendidikan dan
pelatihan ke luar daerah;

f. men5rusun konsep promosi dan mutasi tenega pendidik
dan kependidikan;

g. men5rusun bahan monitoring, evaluasi, dan laporan
pelaksanaan pengembangan karier; dan

h. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Faragraf 3
SGbi Pembtnnan dan Pengendellan

Pasal 31

Seksi Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana dan program pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-

undangan;
c. memberikan pembinaan disiplin kepada tenaga pendidik

dan kependidikan;
d. menilai kinerja tenaga pendidik dan kependidikan;
e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik

dan kependidikan;
f. men1rusun bahan monitoring, evaluasi, dan laporan

pelaksanaan pembinaan dan pengendalian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pendidik dan Tensga Kependidikan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Kctqluh
UDtt Pelatsatre Tetnls DtDrB

Pasal 32

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.
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Bagian Kedelapan
KelomPok Jabatan F\rngsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan
pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan
keterampilan.

Pasal 34

(U Kelompok Jabatan F\rngsional terdiri dari sejumlah
tenaga dan jenjang pendidikan terbagr dalam beberapa
kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

(21 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas'

(3) .lumurr tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur
sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

BAB IV
TATA IIER.'A

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan
unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-ma*itg, lingftungan Pemerintah
Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar
Pemerintah Kabupaten.

(21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan jika terjadi penyimpangan-

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
atas peiaksanaan tugas bawahannya serta memberikan
bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi aari bawahannya wajib diolah untuk
digunakan sebagai bahan dalam penyusrrnan laporan
teu*r hnjut dan sebagai bahan pembinaan kepada
bawahannya.

(6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(Tl SeGp pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan
rapat secara krkala dalam rangka memberikan
bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya'
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BAB V
KTITI{TUAIT PtsRALIIIAIV

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang ada tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas yal.tg baru.

BAB VI
K TEilTUAIT PEIYUTT'P

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2OO8

tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi Dinas Pendidikan;
dan

2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2OL3
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan
Nomor 4O Tahun 2OO8 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Pendidikan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengund€rngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2O16

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Desember 2A16

SEKRETARIS DAERAH
P,qrTT**'

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 48

ACHMAD SYAFN
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BAGAIT
STRUKTTIR ORGANISASI

DII{AS PENDIDIKAIT

I.AMPIRAN PERATURAN BUPATI
PAMEKASAN
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUIG}I, SUSUNAN
ORGAMSASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KER"IA
DINAS PENDIDIKAN

I

UNIT PEI,AKSANA
TEKNIS DINAS

ACHMAD SYAFII
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